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ABSTRAK 

Indonesia termasuk Negara beriklim tropis yang mempunyai tanah yang subur sehingga 

sebagian penduduknya hidup dengan bercocok tanam atau bertani. Produksi para petani padi di 

Indonesia selalu mengalami pasang surut dikarenakan cuaca yang tidak mendukung dan 

menyusutnya lahan pertanian sehingga produksi beras dan ketersediaan beras menurun. Untuk 

mengatasi pasokan cadangan beras Pemerintah berupaya melakukan hak monopoli impor beras 

kepada BULOG, guna menjaga ketersediaan beras dan menstabilkan harga beras di dalam 

negeri. Kenaikan harga beras di pasaran pada bulan Januari 2018 menapai Rp 13.000 per 

kilogram dari Harga Eceran Tertinggi (HET) diakibatkan karena adanya kelangkaan beras di 

pasaran. Factor terjadinya kelangkaan dan naiknya harga bahan pokok dikarenakan masyarakat 

Indonesia masih bergantung pada satu jenis bahan pokok dan belum bisa beralih pada varian 

bahan pokok konsumsi utama selain beras. Keterlambatan impor yang rencana awal akan masuk 

ke Indonesia pada Oktober 2017 tetapi kebijakan impor beras baru keluar pada Januari 2018 

maka diperkirakan beras impor akan masuk ke Indonesia pada pertengahan Februari yang akan 

bertepatan dengan agenda panen raya sampai bulan Maret di sejumlah wilayah penghasil beras. 

Kebijakan pemerintah mengenai impor beras 2018 ini dilakukan dengan tujuan memperkuat 

cadangan beras nasional sehingga diharapkan harga beras tidak mengalami kelonjakan harga. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analisis. Medeskripsikan kebijakan 

pemerintah, dan mekanisme pengadaan impor beras yang dilakukan pemerintah. Data yang 

penulis peroleh dianalisis dengan Prinsip Kaedilan. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan 

pengambilan keputusan kebijakan impor beras dan urgensinya untuk masyarakat Indonesia. 

Hasil penelitian ini adalah impor beras memang perlu dilakukan mengingat stok beras di 

sejumlah wilayah mengalami kekurangan, dan pengambilan keputusan kebijakan impor beras 

dengan prinsip musyawarah memang dilakukan dalam wadah Rapat Koordinasi Terbatas dalam 

merumuskannya, namun hasil dari musyawarah tersebut diperoleh fakta bahwa supaya adil maka 

pemerintah juga menyerap hasil produksi beras para petani di Indonesia, harga beras yang dibeli 

pemerintah dari petani tidak sebanding dengan harga beras yang dibeli pemerintah dari luar 

negeri. Hal tersebut yang mengurangi esensi keadilan dalam kebijakan impor beras ini 

khususnya di pihak para petani.  

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Pengambilan keputusan, Impor beras, Prinsip Keadilan.  
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MOTTO 

“Rintangan adalah Jembatan yang harus dilewati” 

“Be sure of the power of Du’a” 

(Yakinlah pada kekuatan do’a) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan 

  Alīf Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ة

 Ta’ T Te ت

 ṡa’ ṡ s (dengan titik di atas) ث

 Jīm J Je ج

 Hâ’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh K dan h خ

 Dāl D De د

 Żāl Ż Z (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Za’ Z Zet ز

 Sīn S Es ش

 Syīn Sy Es dan ye ش

 Sâd ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Dâd ḍ De (dengan titik di bawah) ض
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 Tâ’ ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Zâ’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Aīn ‘ Koma terbalik ke atas‘ ع

 Gaīn G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L ‘el ل

 Mīm M ‘em و

ٌ Nūn N ‘en 

 Wāwu W W و

ِ Ha’ H Ha 

 Hamzah ‘ Apostrof ء

ً Ya’ Y Ye 

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

دَة  Ditulis Muta’addidah يُتعََدِّ

 Ditulis ‘iddah عِدَّة
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C. Ta’ Marbūtah di akhir kata 

1. Bila ta’ Marbūtah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab 

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 

sebagainya. 

ة ًَ  Ditulis ḥikmah حِكْ

 Ditulis Jizyah جِسْيةَ

2. Bila ta’ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua 

itu terpisah, maka ditulis dengan h 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā كَرَايَةُ الْْوَْنيِبَء

 

3. Bila ta’ Marbūtah hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥ dan dâmmah 

ditulis t 

 Ditulis Zakāt al-fiṭr زَكَبةُ انْفطِْرِ 

 

D. Vokal Pendek 

 fatḥaḥ Ditulis A ـَ

 Kasrah Ditulis I ـَ

 ḍammah Ditulis U ـَ
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E. Vokal Panjang 

1 

fatḥaḥ+alif 

 جَبهِهيَِّة

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Jāhiliyyah 

2 

fatḥaḥ+ya’ mati 

ُْسَي  تَ

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Tansā 

3 

Kasrah+ya’ Mati 

 كَرِيْى

Ditulis 

Ditulis 

Ῑ 

Karīm 

4 

ḍammah+wawu mati 

 فرُُوض

Ditulis 

Ditulis 

Ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1 

fatḥaḥ+ya’ mati 

 بيَُْكَُىْ 

Ditulis 

Ditulis 

Ai  

bainakum  

2 

fatḥaḥ+wawu mati 

 قوَْل

Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof (‘) 

َْتىُ 1  Ditulis a’antum أأََ
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ٍْ شَكَرْتىُْ  2  Ditulis La’in syakartum نئَِ

 

H. Kata Sandang Alīf+Lām 

1. Bila kata sandangAlīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al. 

 Ditulis Al-Qur’ān أنَْقرُْآٌ

 Ditulis Al-Qiyās آنْقيِبَش

 

2. Bila kata sandang Alīf+Lāmdiikuti Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 

huruf l (el)-nya. 

بءَ ًَ  Ditulis as-Samā انَسَّ

ًْص  Ditulis as-Syams انَشَّ

 

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).  

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 

 Ditulis Żawȋ al-furūḍ زوى انفروض
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َُّة  Ditulis ahl as-Sunnah أهَْمِ انسُّ

 

K. Pengecualian 

        Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko  

Hidayah, Mizan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara bagian Asia Tenggara yang dilintasi garis 

khatulistiwa yang beriklim tropis, memiliki tanah yang subur serta luas, 

Indonesia sering disebut Negara Agraris dimana sebagian besar 

penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani. Luas sawah 

dalam hektar di Indonesia tahun 2015 sebesar 8 .087 .393 hektar.
1
 

Produksi pertanian padi di Indonesia selalu mengalami pasang 

surut dikarenakan cuaca yang tidak mendukung dan menyusutnya lahan 

pertanian yang menyebabkan produksi beras dan ketersediaan beras 

menurun. Untuk mengatasi pasokan cadangan beras Pemerintah berupaya 

melakukan hak monopoli impor beras kepada Badan Urusan Logistik 

(BULOG), guna menjaga ketersediaan beras dan menstabilkan harga beras 

di dalam negeri. 

Impor merupakan kegiatan membeli barang-barang dari luar negeri 

sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan mempergunakan 

valuta asing. Faktor yang dapat mempengaruhi impor, antara lain adalah 

tingkat pendapatan, harga relative barang di dalam negeri dan di luar 

negeri serta nilai tukar dalam negeri terhadap mata uang asing.
2
 

                                                           
1
 Badan Pusat Statistik  https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/10/895/luas-

lahan-sawah-menurut-provinsi-ha-2003-2015.html , akses  19 Februari 2018. 
2
 Astuti Puramawati, Dasar-dasar Ekspor Impor  Teori, Praktik dan Prosedur, (Yogyakarta: 

UPP STIM YKPN, 2013), hlm. 13-14.  
 

https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/10/895/luas-lahan-sawah-menurut-provinsi-ha-2003-2015.html
https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/10/895/luas-lahan-sawah-menurut-provinsi-ha-2003-2015.html
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Kenaikan harga beras medium di pasaran memasuki November 2017 

sampai Januari  2018 mencapai Rp 13.000 per kilogram dari Harga Eceran 

Tertinggi (HET) hal ini dikarenakan adanya kelangkaan  beras di pasaran. Badan 

Pusat Statistik (BPS), Indonesia selalu mengimpor beras mulai tahun 2000 hingga 

2015 atau selama 15 tahun.
1
 Sementara pada tahun 2016 sampai 2017 pemerintah 

berhenti sementara untuk mengimpor beras dan pada tahun 2018 indonesia 

kembali mengimpor beras. Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan 

menjelaskan tentang penyelenggaraan pangan dilakukan guna memenuhi 

kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat adil, merata, dan 

berkelanjutan berdasarkan ketahanan pangan nasional.
2
 Penyelenggaraan pangan 

bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi petani, dan konsumen bahan pokok 

dan seluruh masyarakat Indonesia.  

Dasar ketentuan kegiatan impor tertulis dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018. Namun langkah pengambilan kebijakan ini 

terjadi perbedaan data antara Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan, dimana 

Menteri Pertanian menyatakan bahwa stok beras masih dapat mencukupi hingga 

panen raya, namun Menteri Perdagangan tetap ingin melaksanakan impor beras 

tersebut. 

Faktor terjadinya kelangkaan dan naiknya bahan pokok dikarenakan 

masyarakat Indonesia yang masih rendah varian bahan pangan yang menjadi 

                                                           
1
 http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/16/161052826/begini-perjalanan-impor-

beras-indonesia-sejak-tahun-2000-hingga-2018, akses 21 Januari 2018 
 
2
 Pasal 03 Bab II Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup Pengaturan Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2012 Tentang Pangan.  

http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/16/161052826/begini-perjalanan-impor-beras-indonesia-sejak-tahun-2000-hingga-2018
http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/16/161052826/begini-perjalanan-impor-beras-indonesia-sejak-tahun-2000-hingga-2018


3 

 

bahan pokok utama selain beras dan keterlambatan impor yang seharusnya 

ditetapkan pada September 2017 dengan tujuan beras sudah mulai masuk 

Indonesia pada pertengahan Oktober 2017 tetapi impor baru dilaksanakan pada 

pertengahan januari 2018 dan diperkirakan akan masuk ke Indonesia pada 

pertengahan Februari yang bertepatan dengan Agenda Panen Raya sampai Maret 

2018 di beberapa wilayah penghasil beras. 

 Kebijakan Pemerintah mengenai Impor beras tahun 2018 ini dilakukan 

dengan tujuan memperkuat cadangan beras nasional. Sehingga harga beras tidak 

mengalami kelonjakan harga. Total konsumsi beras per tahun di Indonesia 

37.700.000 ton atau 3,1 juta ton perbulan. Dengan mengimpor beras diharapkan 

beras tersebut menjadi cadangan  guna menstabilkan harga beras di pasaran.
3
 

 Melihat dari data diatas, tentang Kebijakan Impor Beras penulis tertarik 

untuk mengkaji kebijakan tersebut karena penulis ingin melihat apakah kebijakan 

Impor beras yang dilakukan pemerintah ini sejalan atau tidak dengan Prinsip 

Keadilan dan apakah kebijakan ini urgen untuk masyarakat Indonesia. Untuk 

itulah penulis mengambil judul “Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah tentang 

Impor Beras tahun 2018 Terhadap Prinsip Keadilan”.  

 

 

 

                                                           
3
http://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/09133911/ini-alasan-pemerintahan-jokowi-

impor-500000-ton-beras,  akses 21 Januari 2018. 

http://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/09133911/ini-alasan-pemerintahan-jokowi-impor-500000-ton-beras
http://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/09133911/ini-alasan-pemerintahan-jokowi-impor-500000-ton-beras
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A. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana urgensi pengambilan kebijakan impor beras di Indonesia?  

2. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang impor beras tahun 2018 

prespektif prinsip keadilan?  

 

B. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan, sudah tentu mempunyai tujuan dan 

kegunaan masing-masing yang sudah menjadi sasaran penulis. 

1. Tujuan Penelitian 

a. Penelitian ini dilakukan guna untuk menggali seberapa 

urgensinya impor beras di Indonesia. 

b. Menjelaskan kebijakan impor beras tahun 2018 dalam prespektif 

keadilan.  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritik 

Penelitian inn diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan 

pemahaman keilmuan masyarakat maupun para akademisi 

khususnya dalam kajian kebijakan publik dan prinsip keadilan. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian yang penyusun lakukan ini diharapkan mampu 

menjadi bahan informasi terutama yang berkaitan dengan adanya 

kebijakan impor beras dan kajian prinsip keadilan. 

 



5 

 

C. Telaah Pustaka 

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya 

kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau 

disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. 

Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan 

terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-

penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.
4
   

Pembahasan mengenai Kebijakan Impor Beras banyak tersajikan 

dalam bentuk tertulis dalam bentuk buku maupun skripsi. Untuk menghindari 

kemungkinan kesamaan penyusunan serupa, maka penulis melakukan 

penelusuran terhadap tema proposal ini. Diantara penemuan-penemuan itu 

ditemukan sebagai berikut:  

Skripsi Much. Kaotsar Asshofi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

dengan judul “Kebijakan Bela Beli Bupati Hasto Wardoyo Prespektif 

Nomokrasi Islam. Skripsi ini menjelaskan tentang dampak dari kebijakan 

tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kulon Progo dengan 

membuat pernyataan publik “Bela Beli” yang berarti membeli barang produksi 

dalam negeri khususnya hasil produksi Kulon Progo. Kebijakan tersebut 

sejalan dengan tujuan konsep Nomokrasi Islam. Bedanya dengan penelitian 

sebelumnya, adalah mengenai jenis penelitiannya, skripsi sebelumnya 

membahas Kebijakan untuk memakai barang dalam negeri, sedangkan 

                                                           
4
Tim Revisi Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Fakultas Syari‟ah Press, 2017),hlm. 3-4.  
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penelitian yang akan ditulis mengenai Kebijakan mendatangkan barang dari 

luar negeri.
5
 

 Skripsi yang dihasilkan Endra Febri Fathoni Mahasiswa UIN 

Sunan Kalijaga yang berjudul “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Giriharjo 

Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Dalam Prespektif Nomokrasi 

Islam”, menjelaskan mengenai implementasi tugas dan Fungsi BPD, dan 

menghasilkan bahwa fungsi BPD Giriharjo selalu melakukan musyawarah 

untuk membuat suatu kebijakan sehingga sesuai dengan Prinsip Nomokrasi 

Islam. Perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya. Penelitian sebelumnya 

membahas mengenai Lembaga di suatu Kabupaten, sedangkan penelitian yang 

akan saya tulis mengenai hasil dari kebijakan  suatu Lembaga di Indonesia.
6
 

  Skripsi  Nur Hamidah Wahid Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah 

yang berjudul “Latar Belakang Kebijakan Impor Beras Indonesia dari 

Thailand Periode 2009-2011”.
7
 Menjelaskan mengenai data yang ada di 

lapangan menyimpulkan bahwa kebijakan impor beras meliputi faktor internal 

dan eksternal dan implementasinya kebijakan impor beras pada tahun 2009-

2011 dengan menggunaan teori Miroslav Nicnic mengenai Kepentingan 

Nasional dan Rosenau mengenai Kebijakan Luar Negeri dan Kedaulatan 

                                                           
5
 Much. Kaotsar  Asshofi, Kebijakan  Bela Beli Bupati Hasto Wardoyo Prespektif 

Nomokrasi Islam, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. 

 
6
 Endra Febri Fathoni, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Giriharjo Kecamatan 

Panggang Kabupaten Gunungkidul Dalam Prespektif Nomokrasi Islam, skripsi Fakultas  Syari‟ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 

 
7
  Nur Hamidah Wahid, Latar Belakang Kebijakan Impor Beras Indonesia dari Thailand 

Periode 2009-2011, skripsi  Fakultas  Ilmu Sosial  dan Ilmu Politik UIN Syarif  Hidayatullah  

Jakarta, 2015. 
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Pangan.  Perbedaannya dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah saya 

akan meneliti dan berfokus pada pengambilan kebijakan yang diterbitkan 

sedangkan penelitian sebelumnya pada latar belakang setelah diadakannya 

impor beras. 

  Menurut penelitian Ratih Kumala Sari dalam jurnal yang 

diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang tahun 2014, 

dengan judul “Analisis Impor Beras Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras di 

Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 

dengan model error.
8
 Penelitian ini lebih kepada penelitian lapangan 

berdasarkan data kuantitatif. 

  Menurut penelitian Citra Syafni Dewi dalam jurnal yang 

diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau tahun 

2015, dengan judul “Landasan Faktor Kebijakan Impor Beras Di Indonesia 

Asal Thailand Pada Tahun 2009-20011”.  Membahas mengenai factor-faktor 

yang melatarbelakangi hubungan bilateral Indonesia dengan Thailand dalam 

masalah impor beras tahun 2009-2011 dan alasan pemerintah Indonesia 

melakukan impor beras dari Tahiland pada saat Indonesia surplus beras.
9
 

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini 

membahas latar belakang impor beras dari sisi hubungan antar Negara 

                                                           
8
 Ratih Kumala Sari, “Analisis Impor Beras Di Indonesia” Jurnal yang diterbitkan oleh 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2014. 

 
9
 Citra Syafni Dewi, “Landasan Faktor Kebijakan Impor Beras Indonesia Asal Thailand 

Tahun 2009-2011”. Jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Riau, 2015. 
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sedangkan penelitian saya hanya terfokus pada kebijakan impor yang sudah 

masuk di Indonesia. 

  Menurut penelitian M.Zainul Abidin dalam Jurnal Kementrian 

Keuangan (Sosio Informa Vol1 No.03, September-Desember; tahun 2015, 

dengan judul “ Dampak Kebijakan Impor Beras dan Ketahanan Pangan Dalam 

Prespektif Kesejahteraan Sosial”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh kebijakan bea masuk impor sebagai suatu kebijakan social yang 

mendukung kepastian usaha tani dan peningkatan pendapatan petani padi. 

Kebijakan bea masuk impor beras selaras dengan Pasal 56 Huruf e Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2012.  
10

 Perbedaan dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah penelitian ini membahas mengenai biaya bea masuk impor 

beras yang mempengaruhi harga beras dengan tujuan masyarakat beralih pada 

beras domestic, dengan demikian kesejahteraan para petani dan produsen 

beras di Indonesia semakin meningkat, sedangkan penelitian saya menganalisa 

dengan pendekatan proses pengambilan kebijakan melalui prinsip 

musyawarah dan setelah kebijakan itu ada dengan prinsip  keadilan.  

D. Kerangka Teori 

1.Prinsip keadilan 

 Sangat banyak ayat Al-Quran yang menegaskan pentingnya 

penegakan keadilan dalam masyarakat. Bahkan untuk menjelaskan hal ini, 

                                                           
10

  M.Zainudin Abidin, “Dampak Kebijakan Impor Beras Dan Ketahanan Pangan Dalam 

Prespektif Kesejahteraan Sosial”, yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan, Jakarta, 2015.  
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Allah tidak hanya menggunakan kata al-„adl saja, tetapi juga kata-kata al-

wazn/al-mizan, al-qits, dan al-wasath. Ini menunjjukkan bahwa keadilan 

merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan 

dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam 

kehidupan manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka 

keseimbangan tatanan kehidupan dunia pun mengalami goncangan. Di 

antara ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan 

adalah surat an-Nisa, 4 : 58, 105 dan 135, al-Nahl 16: 90, dan al-Ma’idah, 

5:6. 
11

 

 Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan antara sesama 

manusia. Islam tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulit, 

suku bangsa, bahasa dan ras, tetapi berdasarkan ketaqwaannya kepada 

Allah (QS. Al-Hujurat, 49: 15). Karena itu, tidak ada seorang pun yang 

berhak memperoleh perlakuan khusus di depan hukum. Nabi Muhammad 

SAW mengajarkan bahwa kehancuran suatu bangsa diawali oleh sikap 

diskriminatif dalam penegakan hukum. Mekera menghukum rakyat jelata 

yang bersalah, tetapi membiarkan bangsawan atau elite masyarakat yang 

melakukan tindakan melawan hukum. 

 

 

                                                           
11

 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya 

dilihat dari segi hokum islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini, 

(Jakarta:Kencana,2010), hlm.117. 
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E. Metode Penelitian 

 Dalam proses penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan 

metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan 

a. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (library 

research) yang nantinya data-data tentang kebijakan impor beras 

yang sumber utamanya adalah Undang-Undang No.18 Tahun 2012 

Tentang Pangan menjelaskan tentang penyelenggaraan pangan. 

Kemudian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras. Serta buku-buku, 

literatur-literatur, media cetak ataupun online, dll, yang ada 

hubungannya dengan kebijakan impor beras akan dianalisis 

menggunakan teori nomokrasi islam, sehingga nantinya dapat 

ditarik kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan dalam 

penelitian ini.  

b. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, mendeskripsikan 

kebijakan pemerintah, mekanisme pengadaan impor beras yang 

dilakukan pemerintah, melalui pengumpulan data-data dari 

berbagai sumber seperti Undang-Undang No.18 Tahun 2012 

Tentang Pangan menjelaskan tentang penyelenggaraan pangan. 

Kemudian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 
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tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras. Serta buku-buku, 

jurnal, pendapat ahli hukum tatanegara, dll. Data yang terkumpul 

akan dianalisis menggunakan teori keadilan. 

c. . Pendekatan  

 Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan normatif, yakni cara mendekati masalah 

yang dibahas dengan melihat apakah suatu kebijakan pemerintah 

yang berdasarkan teori hukum, norma hukum, pendapat para 

sarjana hukum dari berbagai sumber hukum menggunakan 

penelitian kualitatif sehingga dapat menjelaskan kebijakan impor 

beras kaitannya dengan prinsip keadilan. 

d. Sumber data penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sumber primer dan sumber sekunder. Maksud dari kedua sumber 

hokum yang digunakan tersebut adalah: 

1. Sumber primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari 

instrument hukum nasional, yaitu Undang-Undang No.18 

Tahun 2012 Tentang Pangan menjelaskan tentang 

penyelenggaraan pangan dan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor 

Beras serta instrument-instrumen lainnya yang berkaitan 

dengan kebijakan impor beras. 
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2. Sumber sekunder berupa buku-buku literatur, makalah, jurnal, 

penelitian-penelitian terdahulu, dan karya-karya ilmiah lainnya 

yang memiliki relevansi dengan kebijakan pemerintah tentang 

impor beras.  

E. Analisis data 

Setelah data-data didapatkan baik itu primer maupun 

sekunder, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan 

analisis deduktif. Berpijak pada teori sebagai landasan awal, 

kemudian akan dibuktikan dengan pengumpulan data sebagai 

fakta. Berangkat dari prinsip keadilan, kemudian nantinya akan 

dijabarkan fakta-fakta tentang kebijakan impor beras yang 

bersumber dari undang-undang, asas hukum, sistematika hukum, 

teori hukum, pendapat para sarjana serta perbandingan hukum dari 

berbagai sumber hukum.  

 

F. Sistematika Pembahasan 

 Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan 

penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

 Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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 Bab II Konsep Nomokrasi Islam, pada bab ini penulis akan 

menjelaskan tentang landasan teori-teori yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yang meliputi dua prinsip yakni prinsip musyawarah, dan  

prinsip penegakan keadilan. 

 Bab III memuat latar belakang dan unsur kebijakan pemerintah 

tentang impor beras, dasar-dasar hukum kebijakan pemerintah tentang 

impor beras, dan unsur-unsur yang menimbulkan adanya kebijakan. 

 Bab IV berisi data dan analisis data bagaimanakah kebijakan impor 

beras menurut prespektif keadilan dan urgensi kebijakan impor beras di 

Indonesia. 

 Bab V Kesimpulan, penulis akan menarik kesimpulan dari hasil 

analisis pokok permasalan terkait munulnya kebijakan pemerintah tentang 

impor beras 2018 dalam prespektif keadilan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Urgensi dikeluarkannya impor beras sesuai dengan Undang-

Undang Pangan pasal 4a bahwa Penyelenggaraan Pangan 

bertujuan untuk mewujudkan tingkat kecukupan pangan 

terutama pangan pokok dengan harga wajar dan terjangkau 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun pelaksanaan 

kebijakan impor beras yang menyebabkan pro dan kontra 

lembaga pemerintahan adalah kedua lembaga sama-sama 

menjalankan perannya sehingga menimbulkan konflik 

kepentingan antar lembaga. Padahal impor beras perlu adanya 

sinkronisasi antara kedua lemabaga ini untuk menetapkan 

kebijakan impor beras.  

2. Kebijakan impor beras tidak sesuai dengan prinsip keadilan, 

yang pada analisisnya keputusan yang adil ialah yang dapat 

dirasakan kemaslahatannya oleh semua pihak, namun karena 

pengambilan keputusan tersebut berdampak pada harga beras 

dipasaran yang mengalami perbedaan antara harga beras dari 

petani dengan harga beras impor. Disini petani tidak 
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mendapatkan hasil penjualan yang baik karena antara biaya 

produksi padi yang besar mulai dari biaya pemeliharaan dan 

kerja ekstra para petani dalam menghadapi kendala gagal panen 

tersebut dibandingkan dengan hasil penjualan gabah yang 

tentunya bersaing dengan beras impor dimana beras impor 

justru harganya lebih mahal daripada beras lokal. 

Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk menstabilkan harga 

beras yang semakin tinggi dengan melakukan impor beras dan diharapan harga 

beras akan turun sehingga harga tersebut dapat dijangkau oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Setelah impor dilakukan harga beras turun, jumlah stok yang ada di 

gudang Bulog surplus dan aman hingga tahun 2019. Namun disamping hal 

tersebut para petani Indonesia masih terus kalah dalam pasar, sehingga kebijakan 

ini muncul berbarengan dengan pro dan kontra sepanjang tahun 2018.  

B. Saran-saran 

a) Kesalahan data BPS perlu dievaluasi sehingga BPS dapat 

menyediakan data produksi dan stok yang lebih akurat. 

b) Penetapan kebijakan impor baiknya dilakukan seara sistematis 

dan tidak terburu-buru sehingga tidak banyak menimbulkan 

kekecewaan di masyarakat  

c) Perlunya laporan stok beras dan pertimbangan untuk 

melaksanakan impor beras setiap provinsi di Indonesia 

sehingga hasil pemerataan stok menjadi sistematis. 
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d) Menghentikan penyebaran berita terkait swasembada beras, 

stok mengalami surplus namun pemerintah tetap melakukan 

impor hal ini menggiring masyarakat untuk saling menyalahkan 

pemerintah. 

e) Untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat Indonesia 

khususnya para petani baiknya pemerintah lebih banyak 

memperhatikan nasib para petani, dan mulai membeli beras 

dari petani bukan gabah, dengan begitu diharapkan harga 

penjualan beras dari petani dapat menutup biaya produksi 

selama permeliharaan berjuta hektar sawah miliknya. 
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TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN 

ISTILAH ASING 

Hal Nomor 

Footnote 

Ayat al-Quran 

dan Hadis 

Terjemahan Ayat 

19 7 QS. An-Nisa 

(4):135. 
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah 

kamu orang-orang yang benar-benar 

penegak keadilan (qawwamin bi al-qisti), 

menjadi saksi karena Allah biarpun 

terhadap dirimu sendiri, atau Ibu-Bapak 

dan kamu kerabatmu. Jika ia kaya atau 

miskin, maka Allah lebih tahu 

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin 

menyimpang dari kebenaran. Dan jika 

kamu memutarbalikkan kata-kata atau 

enggan menjadi saksi, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

segala apa yang kamu kerjakan. 

20 8 Al-Maidah 

(5):8 

Hai orang-orang yang beriman, 

hendaknya kamu menjadi manusia yang 

lurus karena Allah, menjadi saksi yang 

adil dan janganlah kebencianmu terhadap 

suatu kaum menyebabkan kamu tidak 

adil. Bersikaplah adil, karena adil itu 

lebih dekat dengan taqwa, dan 

bertaqwalah kepada Allah, karena 

sesungguhnya Allah menegtahui apa 

yang kamu lakukan. 
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